
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
5234);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

,,-.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito
Kuala tentang tata cara pengalokasian, penyaluran,
penggunaan dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa
untuk setiap desa Kabupaten Barito kuala tahun anggaran
2017;

a. bahwa beradasarkan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa menyatakan bahwa ketentuan
pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retibusi daeras
dan tata cara pembagian nya kepada setiap Desa diatur
dengan Peraturan Bupati;

'-' Menimbang

BUPATIBARITOKUALA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

TATACARAPENGALOKASIAN,PENYALURAN,DANPENGGUNAAN
BAGIANDARIHASILPAJAKDAERAHDANRETRIBUSIDAERAH

UNTUKSETIAPDESAKABUPATENBARITOKUALA
TAHUNANGGARAN2018

TENTANG

PERATURANBUPATIBARITOKUALA
NOMOR 108 TAHUN2017

BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

., I J



11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 14Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran daerah Kabupaten Barito
KualaTahun 2016 Nomor37).

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16Tahun
2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito KualaTahun 2016 Nomor34);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Lembaran daerah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten barito KualaTahun 2017 Nomor46);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun
2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di
Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Kuala Tahun 2007 Nomor8);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Dearah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional dan berada
di kabupaten Barito Kuala.

5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa.

6. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.

8. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat LKDadalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut.

10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah.

11.Dana BagiHasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBDyang
dialokasikan kepada desa berdasarkan angka presentase tertentu dengan
memperhatikan potensi desa penghasil.

12.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

13.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang
khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan

Pasall

BABI
KETENTUANUMUM

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN,PENYALURAN,DANPENGGUNAANBAGIAN
DAR!HASILPAJAKDAERAHDANRETRIBUSIDAERAHUNTUK
SETIAP DESA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN
ANGGARAN2017

MEMUTUSKAN:



(1) Besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah
Desa sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kepada Pernerintah Desa Tahun Anggaran 2018 terdiri dari :
a. Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 1.955.855.250,- (Satu milyard

sernbilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu
dua ratus lima puluh rupiah); dan

b. Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 373.402.330,- (Tigaratus tujuh
puluh tiga juta ernpat ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)

(2) Pengalokasian dana bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dihitung berdasarkan ketentuan :
a. Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan paling banyak 50% (lima puluh
perseratus) dari realisasi Pajak Bumi dan Bangunan rnasing masing
Desa satu tahun sebelumnya;

b. Bagi hasil pajak daerah setelah dikurangi alokasi bagi hasil Pajak Bumi
dan Bangunan, 60% (enam puluh persen) dibagi secara rnerata kepada
seluruh desa dan 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional
sesuai realisasi penerimaan hasil pajak bumi dan bangunan dari
masing masing desa

(3) Pengalokasian dana bagi hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan ketentuan :
a.60% (enam puluh perseratus ) dibagi secara merata kepada seluruh

desa; dan
b.40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional variabel
tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah dan kategori
perkernbangan desa.

Pasa14

BABITI
PENETAPANBESARANDANTATACARAPENGALOKASIAN

DANABAGIHASILPAJAKDANRETRIBUSIDAERAH

(1) Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud pasal 2 ayat (1) merupakan bagian dari Anggaran Belanja
Daerah sebagai pos Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang
peruntukan dan pengelolaannyadiserahkan kepada penerima bantuan.

(2) AlokasiDana BagiHasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan desa yang merupakan bagian dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal3

(1) Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah adalah bagian dari
pendapatan Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi
penerimaan hasil dan pajak dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten
Barito Kuala.

(2) Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dialokasikan kepada Desa
dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Desa dan untuk
percepatan pembangunan serta pernerataan dan Iatau peningkatan
kemampuan keuangan desa.

Pasal2

BAB II
PENGALOKASIANDANPENGANGGARAN



(6) Penetapan Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2017
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Barito Kuala ini.

DBHRDPx = Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional Desa x
BDx = NilaiBobot Desa x
DBHRD = Jumlah Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten
'LDBHRDM= Jumlah seluruh Alokasi Bagi Haeil Retribusi Daerah Merata
'LBD =Jumlah Seluruh NilaiBobot Desa

(DBHRD- 2:DBHRDMx1.tSux= BDxDBHRDPx

DBHRDx = Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Merata
Desax

'LDBHRD = Jumlah DBHRDKabupaten
Jumlah Desa se Kabupaten= Jumlah Desa dalam Kabupaten

(5) Besaran Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional untuk setiap
Desa dihitung dengan rumus, yaitu :

Jumlah Desa Se-Kahupaten
2:DBHRDx 60%=DBHRDx

Realisasi PBBDesa x
'LDBHP- DBHPBBx 40% = 1000 Realisasl Penenmaan PBB se Kab

'LDBHP- DBHPBB = Jumlah DBHPKabupaten - DBHPBB
Realisasi Pembayaran PBB = Jumlah Realisasi PBBdari Desa x
Total Realisasi PBB = Total Penerimaan PBB se-Kabupaten

(4) Besarnya Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Merata untuk setiap Desa
dihitung dengan rumus, yaitu :

DBHPMx = Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Merata Desa x
2:DBHP- DBHPBB =Jumlah DBHPKabupaten - DBHPBB
Jumlah Desa se Kabupaten= Jumlah Desa dalam Kabupaten

(3) Besarnya Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Proporsional untuk setiap Desa
dihitung dengan rumus, yaitu :

Jumla1i Desa Se-Kabupaten
'LDBHP- DBHPBBx 60%=DBHPMx

(2) Besarnya Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Merata untuk setiap Desa dihitung
dengan rumus, yaitu :

= Dana Bagi Hasil Pajak Desa x
= Dana bagi Hasil PBBDesa x
= Dana Bagi Hasil Pajak Merata yang diterima Desa
= Dana Bagi Hasil Pajak Proporsional untuk Desa x

DBHPx
DBHPBBx
DBHPMx
DBHPPx

I DBHPx = DBHPBBx + DBHPMx +DBHPPx

(1) Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dihitung dengan rumus, yaitu :

Pasal5



Pasal9

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, tata cara pengalokasian,
penyaluran dan penggunaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi
daerah untuk setiap Desa berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENUTUP

BABV
PENGGUNAANDANABAGIHASILPAJAKDANRETRIBUSIDAERAH

Pasal8

Penggunaan Dana Bagi Basil Pajak d~ Retribusi Daerah yang diterima setiap
Desa diprioritaskan untuk :
a. Pemutakhiran data dan Penagihan PBByang disetorkan ke Kas Daerah
b. Operasional LembagaKemasyarakatan Desa (LKD)
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
d. Pembangunan Kantor Desa

Pasal 7

(1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang bersumber
dari Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan kepada Desa apabila
Desa dapat melunasi target yang telah ditetapkan selama 2 (dua) tahun
berturu t turu t

(2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, disalurkan
kepada Desa secara bertahap sesuai realisasi penerimaan pajak dan
retribusi daerah dengan menyertakan :
a. Surat Permohonan
b. Kuitansi
c. CopyRekeningKas Desa.

BABIV
TATACARAPENYALURAN

Pasal6

(1) Penyaluran Dana Bagi Basil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan
melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening
Kas Desa.

(2) Penyaluran Dana BagiBasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara
terpisah.

(3) Penyaluran dilaksanakan 2 (dua) tahap yaitu Semester I dan Semester II
sesuai realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah

(4) Basil penerimaan Bagi Basil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Desa
merupakan bagian dari sumber pendapatan Desa dan wajib dimasukan
dalam AnggaranPendapatan dan Belanja desa (APBDesa)

(5) Penyaluran Dana Bagi Basil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah terealisasinya penerimaan
pajak dan retribusi daerah masuk ke RKUD.



ATEN BARITO KUALA

Diundangkan diM abahan
pada tanggal zf Des ber 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Kuala.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31
Desember 2018;

PasallO
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